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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,
Menimbang  :   a.
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b.
bahwa dengan adanya pekembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, kedaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c.
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

5. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
6. Bupati adalah Bupati Kendal. 
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2
APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.714.152.387.373,00 (dua triliun tujuh ratus empat belas miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp70.000.666.980,00 (tujuh puluh miliar enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.644.151.720.393,00 (dua triliun enam ratus empat puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula                         
Rp2.599.152.387.373,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp12.877.988.865,00


Jumlah Pendapatan Daerah 

setelah perubahan                           
Rp2.612.030.376.238,00

b. Belanja Daerah

1. semula 
Rp2.709.952.387.373,00

2. bertambah/(berkurang) 
(Rp65.800.666.980,00)

Jumlah Belanja Daerah 

setelah perubahan                             
Rp2.644.151.720.393,00

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan
a) semula 
Rp115.000.000.000,00

b) bertambah/(berkurang)      
(Rp82.878.655.845,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan                 
Rp32.121.344.155,00
2. pengeluaran pembiayaan
a) semula          
Rp4.200.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)
 (Rp4.200.000.000,00)

Jumlah pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan              
Rp0,00
 
Jumlah pembiayaan netto 


setelah perubahan                             
Rp32.121.344.155,00


sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan 


     Rp0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah

1.
semula
:Rp636.839.693.373,00

2.
bertambah/(berkurang)
:Rp69.400.000.000,00
3.
jumlah pendapatan asli Daerah

    setelah perubahan
:Rp706.239.693.373,00
b. pendapatan transfer

1.
semula 
                                 :Rp1.962.312.694.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp56.522.011.135,00)
3.
jumlah pendapatan transfer

  
setelah perubahan                         :Rp1.905.790.682.865,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1.
semula
:Rp0,00
2.
bertambah/(berkurang)
:Rp0,00
3.
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah
   
yang sah setelah perubahan
:Rp0,00
Pasal 4

(1)
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah
1.
semula
:Rp368.932.924.435,00

2.
bertambah/(berkurang)
:Rp42.761.750.036,00
3.
jumlah pajak daerah

  

setelah perubahan
:Rp411.694.674.471,00
b. retribusi Daerah
1.
semula
:Rp238.575.569.038,00
2.
bertambah/(berkurang)
:Rp10.195.450.387,00

3.
jumlah retribusi Daerah

  

setelah perubahan
:Rp248.771.019.425,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.
semula
:Rp24.561.400.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:Rp2.895.815.402 00

3.
jumlah hasil pengelolaan 

kekayaan Daerah yang

  

dipisahkan setelah perubahan
:Rp27.457.215.402,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
1.
semula
: Rp4.769.799.900,00

2.
bertambah/(berkurang)
: Rp13.546.984.175
3.
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah

   
yang sah setelah perubahan
:Rp18.316.784.075,00
 (2)
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat

1.
semula                                     :Rp1.818.611.792.000,00
2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp50.498.647.842,00)
3.
jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat

  

setelah perubahan                    :Rp1.768.113.144.158,00
b. pendapatan transfer antar daerah

1.
semula
:Rp143.700.902.000,00
2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp6.023.363.293,00)
3.
jumlah pendapatan transfer antar daerah
  

setelah perubahan
:Rp137.677.538.707,00
 (3)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah:

a.
semula
:Rp0,00
b.
bertambah/(berkurang)
:Rp0,00
c.
jumlah pendapatan hibah 


setelah perubahan 
:Rp0,00
Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. belanja operasi 

1.
semula                                           :Rp2.069.956.250.288,00
2.
bertambah/(berkurang)                  :(Rp43.011.247.856,00)
3.
jumlah belanja operasi
setelah perubahan                          :Rp2.026.945.002.432,00

b. belanja modal
1.
semula
:Rp216.259.051.229,00
2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp13.146.454.518,00)
3.
jumlah belanja modal

setelah perubahan
:Rp203.112.596.711 00
c. belanja tidak terduga
1.
semula
:Rp7.500.000.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp2.500.000.000,00)
3.
jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan
:Rp5.000.000.000,00

d. belanja transfer
1.
semula
:Rp416.237.085.856,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp7.142.964.606,00)
3.
jumlah belanja transfer

setelah perubahan
:Rp409.094.121.250,00

Pasal 6

(1)
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. belanja pegawai

1.
semula                                     :Rp1.252.343.441.285,20
2.
bertambah/(berkurang)            :Rp9.921.964.615,00
3.
jumlah belanja pegawai
setelah perubahan                    :Rp1.262.265.405.900,20
b. belanja barang dan jasa

1.
semula
:Rp724.014.278.502,80
2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp40.343.412.471,00)
3.
jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan
:Rp683.670.866.031,80
c. belanja hibah

1.
semula
:Rp85.533.730.500,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp10.575.000.000,00)
3.
jumlah belanja hibah

setelah perubahan
:Rp74.958.730.500,00

d. belanja bantuan sosial

1.
semula
:Rp8.064.800.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp2.014.800.000,00)
3.
jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan
:Rp6.050.000.000,00

 (2)
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. belanja modal tanah

1.
semula
:Rp4.675.000.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp4.650.000.000,00)
3.
jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan
:Rp25.000.000,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1.
semula
:Rp57.578.039.980,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp8.340.704.953,00)
3.
jumlah belanja modal peralatan 

dan mesin setelah perubahan
:Rp49.237.335.027,00

c. belanja modal gedung dan 
bangunan 
1.
semula
:Rp98.879.524.650,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp22.106.938.050,00)
3.
jumlah belanja modal 

gedung dan bangunan


setelah perubahan
:Rp76.772.586.600,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan 
irigasi

1.
semula
:Rp41.657.283.099,00

2.
bertambah/(berkurang)
:Rp22.058.800.985,00

3.
jumlah belanja modal jalan, 

jaringan, dan irigasi setelah 

perubahan
:Rp63.716.084.084,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1.
semula
:Rp13.409.203.500,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp107.612.500,00)
3.
jumlah belanja modal aset tetap 

lainnya setelah perubahan
:Rp13.301.591.000,00

f. belanja modal aset lainnya

1.
semula
:Rp60.000.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:Rp60.000.000,00
3.
jumlah belanja modal aset 


lainnya setelah perubahan
:Rp0,00

 (3)
Belanja  tidak  terduga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a.
semula
:Rp7.500.000.000,00

b.
bertambah/(berkurang)
:(Rp2.500.000.000)
c.
jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan
:Rp5.000.000.000,00

 (4)
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1.
semula
:Rp40.693.201.455,00

2.
bertambah/(berkurang)
:Rp2.533.814.418,00

3.
jumlah belanja bagi hasil


setelah perubahan
:Rp43.227.015.873,00

b. belanja bantuan keuangan
1.
semula
:Rp375.543.884.401,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp9.676.779.024,00)
c.
jumlah belanja bantuan keuangan


setelah perubahan
:Rp365.867.105.377,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. penerimaan Pembiayaan

1.
semula
:Rp115.000.000.000,00

2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp82.878.655.845,00)
3.
jumlah penerimaan Pembiayaan


setelah perubahan
:Rp32.121.344.155,00

b. pengeluaran Pembiayaan
1.
semula
:Rp4.200.000.000,00
2.
bertambah/(berkurang)
:(Rp4.200.000.000,00)
3.
jumlah pengeluaran Pembiayaan


setelah perubahan
:Rp0,00
Pasal 8
(1)
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c.
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan   mendesak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi :

a.
kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.
Belanja  Daerah  yang  bersifat  mengikat  dan  belanja  yang bersifat wajib;

c.
pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d.
pengeluaran Daerah   lainnya   yang   apabila   ditunda   akan menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9
Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.
Lampiran I 
ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b.
Lampiran II  
ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;

c.
Lampiran III
rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
 Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d.
Lampiran IV  
rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;

e.
Lampiran V    
rekapitulasi perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. Lampiran VI   
rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;

g. Lampiran VII  
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan perubahan APBD;

h.
Lampiran VIII 
sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (dengan perubahan APBD;

i.
Lampiran IX
sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;

  j.
Lampiran X
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

  k.
Lampiran XI
daftar piutang Daerah;

  l.
Lampiran XII 
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;

m.
Lampiran XIII
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lainnya;

 n.
Lampiran XIV
daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
 o. Lampiran XV
daftar dana cadangan; dan

 p. Lampiran XVI
daftar pinjaman Daerah.

Pasal 10
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di  Kendal

pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN … NOMOR …

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH : (  ...  / ... )
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR … TAHUN …
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
I.  UMUM.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. 
PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. 
Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR ...

